8.1

8.2

BAB VIII

PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan dari laporan seminar berjudul "Perencanaan Kantor BNNP Sumatera Barat
dengan Pendekatan Arsitektur Fleksibilitas" Perencanaan kantor BNNP Sumbar dengan
pendekatan fleksibilitas dirancang untuk menjawab kebutuhan organisasi yang dinamis serta
mendukung operasional yang optimal. Dalam merancang kantor BNNP Sumbar, pendekatan
fleksibilitas menjadi strategi kunci untuk menjawab kebutuhan yang terus berkembang.
Pendekatan ini diterapkan melalui desain ruang yang multifungsi, modular, dan adaptif
terhadap perubahan fungsi dan kebutuhan di masa depan. Penataan ruang memperhatikan
prinsip efisiensi, sirkulasi yang lancar, dan kenyamanan kerja, sehingga menciptakan
lingkungan yvang mendukung produktivitas sekaligus kolaborasi antarpegawai. Selain itu,
integrasi elemen fleksibilitas juga mencakup pemanfaatan furnitur modular dan sistem
teknologi cerdas yang memungkinkan penyesuaian ruang secara cepat dan hemat biaya.
Perencanaan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat
sekaligus mendukung misi BNNP Sumbar dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika

di wilayah Sumatera Barat.

Saran

Pemerintah daerah juga harus memberikan komitmen kuat dalam mendukung proyek ini,
termasuk alokasi anggaran vyang memadai untuk perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian kantor BNN Privinsi. Dukungan dari lembaga kesehatan, lembaga
pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga budaya setempat juga dapat menjadi sinergi
yang positif untuk menghadirkan kantor BNNP yang dapat memberantas dan menegakkan

hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika.
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